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Menimbang 

PROVINSI SULAWESI·TENOGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR .2 TAHUN 2020 

TENTANtl 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Kora Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendarl Nornor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kot.a Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Kedudukan, Susunan Organisaei, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari; 
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945); 
2. Undang-Undang Nomor fi Tahu.n 1995 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Norum· 
44, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3602; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 6, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 rentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Noinor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187); 

WALIKOTA KENDARI 



sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dengan pelayanan Iungsional yang 
dan keterampilan tertentu di lingku ngan 

dan perangkat sebagai 
Daerah yang mernimpin 
mcnjadi kewenangan Kota 

Dalam Peraturan Walikot.a ini, yang dirnaksud den-gan : 
1. Daerah adalah Kota Kendari, 
2. Pemerintab Daerah adalah Walikota 

unsur Penyelenggaraan Pernerintahan 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
Ken dad. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sckrctaris Dacrah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kuta Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang rnelaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Iingkup 
Din as. 

8. .Jabaran Fungsional adalah 
dan tugas berkaitan 
berdasarkan pada keahlian 
Dinas. 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PERIKANAN KOTA KENDARl, 

Menetapkan 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
alas Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menreri Perikanan Nornor 26/Permen-KP/2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan 
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nornor 1327); 

8. Peraturan Daerah Kola Kendari Nornor 10 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan PerangkaL Daerah Kot.a Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 
Nomor 10). 



Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan pernberdayaa.n nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pernbudidayaan ikan yang 

Pasal 7 

Dinas bertugas mernbantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan rugas pernbantuan di bidang Perikanan. 

(1) Dinas rnerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretarls Daerah. 

Pasal 6 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANlSASI 

(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe B. 
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berdasarkan 

hasil pengukuran tntensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perikanan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang perikanan sebagaimana dimaksud da.Jam Pasal 2 adalah Dinas 
Perikanan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang mela.ksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan 
diwadahi dalarn bentuk Dinas 

Bagian Kesatu 

Bentuk Perangkat Daerah 
Pasal 2 

.. 
BAB II 

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 
PERANGKAT DAERAH 



(1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi urnum, 
kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah 
tangga, pemeliharaan kanror, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan 
program kerja, LAK!P, SOP, evaluasi kinerja dan pelaporan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 
yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Kepala Dinas bertugas mernimpin, membina dan rnengkoordinasikan 
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas, 

Bagian Kedua 
Bagian Sekretariat 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas: 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pernberdayaan dan Kelembagaan Usaba Perikanan; 
d. Bidang Perizinan, Pembmaan Mutu dan Pengelolaan Ternpat Pelelangan 

lkan: 
e. Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) tercantum 
pads lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisa.hkan dcngan 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

usahanya dalam l (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan 
Ternpat Pelelangan lkan (TPI), dan pengelolaan pernbudidayaan ikan; 

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, penerbiran SlUP di bidang pembudidayaan ikan yang 
usahanya dalam I (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan (TPT), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan 
usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang 
pembudidayaan ikan dan usahanya dalam I (satu) daerah kota, 
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 
pengelolaan pernbudidayaan ikan; 

d. pernbinaan terhadap UPTD lingkup dinas: 
e. pelaksanaan administrasi dinas; dan 
f. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota seeuai dengan tugas 

dan fungsi dinas. 

' 



Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1), 
Bidang Pernberdayaan dan Kelernbagaan Usaha Perikanan menyelenggarakan 
Iungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di hidang pemberdayaan, sarana dan 

prasarana serta kelembagaan usaha perikanan, baik perikanan tangkap 
maupun budidaya ikan; 

(1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan bertugas 
rnelakukan penyiapan baban perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 
evaluasi pelapora:n bidang pernberdayaan dan kclcmbagaan usaha 
perikanan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh KepaJa Bidang 
yangberada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 15 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas tnelaksanakan 
penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan, serta 
penyusunan bahan evaluasi dan pclaporan; 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
12 ayat (L) huruf b, bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan 
koordinasi antar bidang, kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah 
tangga, perneliharaan perlengkapan, ketatalaksanaan clan urusan 
pengelolaan kepegawaian , 

Pasal 13 

[ l) Sek:retariat, terd.iri atas ; 
a. Sub Bagian Percncanaan, Kcuangan dan Pclaporan: dan 
b, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal IO ayat (1) 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi ; 
a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan di 

lingkungan Dinas; 
b. pcngoord.inasian dan pcnyusunan RPJMD dan RKPD; 
c. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan 

standar operasional prosedur [SOP); 
d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan; 
e. penyelenggaraan urusan umurn dan kepegawaian: 
f. penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan; 
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumab tangga; 
h. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan Dinas; dan 
1. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

' 
Pasal 11 

., . 



(1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pernberdayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 6 ayat ( 1) huruf a, berrugas : 
a. melaksanakan pengumpulan data, Identifikasi, analisia, penyiapan 

bahan perumusan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia rnelalui pendidikan dan pelatihan serta pernbinaan tek.nis 
nelayan kecil, pengolah ikan dan pernbudidayaan ikan; 

b. melaksanaka.n kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
teknis bagi rielayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan Uran; dan 

c. melaksanakan evaluaei eerta pelaporan pclaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan keci] dan usaha 
kecil pembudidayaan ikan. 

(2) Seksi Produksi, Kemitraan Usaha, llmu Pcngetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertugas : 
a. melaksanakan pengurnpulan data produksi perikana.n tangkap dan 

perikanan budidaya; 
b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan daJam peningkatan produksi hasil ta.ngkapan 
ikan, perlindungan nelayan melalui asuransi, dan kemitraan usaha 
dengan lemhaga permodalan arau koperasi peri.kanan serta Kelompok 
Usaha Bersama (KUB); 

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi 'kemitraan 
usaha, serta pernberian kernudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan informasi kepada nelayan keciJ dan usaha kecil pernbudidayaan 
ikan; dan 

d. mengumpulkan data t.eknis, identifikasi, iuverrtarisasi, penerapan 
teknologi anjuran, monitoring clan evaluasi perkembangan teknologi 
penangkapan maupun budidaya perikanan. 

Pasal 17 

(1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan, terdiri atas: 
a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan; 
b. Seksi Produksi, Kemitraan Usaha, llmu Pengetahuan dan Teknologi; dan 
c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olch Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pernberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan. 

Pasal 16 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pernberdayaan, sarana dan 
prasarana serta kelernbagaan usaha perikanan, baik perikanan tangkap 
maupun budidaya ikan; 

c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pernberdayaan nelayan 
kecil, pengolah ikan dan usaha kecil pembudidayaan. ikan; 

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan 
kepada nelayan dan pembudidaya ikan; 

e. pelaksanaan administrasi, data dan statistik produksi perikanan tangkap, 
data kenelayanan dan pembudidaya ikan, serta data sarana k.apal dan alat 
tangkap ikan; 

f. pengkoordinasian dan fasilitasi perlindungan nelayan, kemitraan usaha 
serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasl 
kepada nelayan dan pembudidaya ikan: 

g. pembinaan kelembagaan dan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya 
Ikan; clan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

.. 

. . • 

., . 



Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (1), 
Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Ternpat Pelelangan 
lkan menyclcnggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan penerbitan Surat Tzin 

Usaha Perikanan di bidang pernbudidayaan ikan, pelaksanaan penerbitan 
Tanda Pencatatan Usaha pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal 
.Pengangkut Tkan Hidup, serta rekomendasi i:zin/pencatatan usaha 
perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku; 

b. pelaksanaan fasilitasi perumusan clan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya dala.m l [satu] daerah dan pencatatan 
usaha perikanan lainnya; 

c. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu produk, pengolahan dan 
pernasaran hasil perikanan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 
Pelelangan lkan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(I) Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan 
1kan bertugas mclaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang 
usahanya dalam 1 (satu) Daerah dan pencatatan usaha perikanan, 
pembinaan mutu produk serta pengelolaan clan penyelenggaraan tempat 
pelelangan ikan;. 

(2) Bidang sebagiarnana dimaksud pada ayat [I], dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris. 

Bagian Keempat 
Bldang Perizlnan, Pemblnaan Mutu dan Pengelolaan 

Tempat Pelelangan Ikan 

Pasal 18 

(3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf c, bertugas : 
a. melaksanakan pengumpulan data kelembagaan (koperasi perikanan, 

kelompok nelayan dan pembudidaya ikan), data nelayan dan 
pembudidaya ikan, sarana kapal dan alat tangkap ikan, serta sar.ana 
dan prasarana budidaya ikan: 

b. rnelaksanakan identifikaei, anallsis, penyiapan bahan perurnusan dan 
pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan kelembagaaan , serta 
penyiapan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya ikan; 
dan 

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksan.aan pembinaan 
kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan. sert.a 
sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

i. • . . 



(1) Sekai Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, be.rtugas: 
a. melakukan pengumpulan data. identifikasi. analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan penerbitan Surat lain Usaha Perikanan di bidang 
pembudida_vaan ikan, serta pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan 
Usaha pernbudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut 
Ikan Hidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha pcrikanan lainnya 
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan 

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, cvaluasi serta pelaporan jurnlah 
investasi dan usaha di bidang perikanan. 

(2) Seksi Pembiriaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, bertugas: 
a. melaksanakan pengurnpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pembinaan mutu produk (konsumsi dan non-konsumsi): 

b. rnelaksanakan pengoJahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan 

c. melaksanakan pcngumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 
bahan perumusan dan pclaksanaan kebijakan, evaluast serta pelaporan 
industri pengoiahan, usaha kecil menengab dan kelompok usaba 
bersama pengolahan hasil perikanan, se.rta usaha promosi bidaug 
perikanan. 

(3) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Ternpat Pelelangan Ikan 
sebagai.mana dirnaksud dalam PasaJ 20 ayat ( 1) huruf c, bertugas : 
a. melaksanakan pengumpulan data produksi dan data potensi/luas areal 

pengembangan usaha budidaya ikan (air tawar, payau dan Iaut]; 
b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah; 

c. menyediakan data dan iniormasi jenis usaha pengelolaa.n 
pembuclidayaan Uran (air tawar, payau dan laut); 

d. rnelaksanakan pernbinaan clan pengawasan penyelenggaraan pelelangan 
cli tempat pelelangan ikan; dan 

e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan 
pengelolaan dan penyelenggaraan Ternpat Pelelanga:n lkan. 

Pasal 21 

(1) Bidang Perizinan, pembinaan Muni dan Pengelolaan Tempat Pelelangan 
Ikan, terdiri atas : 
a. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan: 
b. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan 
c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Ternpat Pelelangan Hean. 

(2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Perizinan, pernbinaan Mutu dan Pcngclolaan Tempa:t Pelelangan Ikan. 

Pasal 20 

• ' ' 

•' . 



(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaba sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertugas: 
a. melaksanakan pengumpulan data produksi dan data poteneij luas areal 

pengembangau usaha budidaya ikan (air tawar, payau dan lautl; 
b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah; 

c. melaksanakan penyediaan data dan informasi jenis usaha pengelolaan 
pembudidayaan ikan (air tawar, payau clan laut]: clan 

d. menyediakan data dan informasi jenis usaha pengclolaan 
pernbudidayaan ikan (air tawar, payau clan laut). 

Pasal 25 

(1) Bidang Usaba Budidaya dan Perbenihan, terdiri atas : 
a" Sekai Produksi dan Pengernbangan Usaha; 
b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan 
c. Seksi Pengelolaan Unit Perbenihan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha 
Budidaya dan Perbenihan. 

Pasa124 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 22 ayat ( l ), 
Kepala Bidang Usaha BucUdaya dan Perbenihan rnenyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan dan rcncana kcrja pengelolaan pembudidayaan ikan 

dan perbenihan; 
b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan; 
c. pclaksanaan pcnyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya 

perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data 
dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; 

d. pelaksanaan pengurnpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
parumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan 
(air Iaut, payau dan air tawar], pengelolan kesehatan ikan dan lingkungan, 
dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan 
pernbudidaya ikan; 

e. pelaksanaan pembinaan cara pernbenihan dan pembesaran ikan yang balk, 
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan 
pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
clan fungsinya. 

(1) Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan berrugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi, faailitasi perurnusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayar (1 ), dipirnpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 23 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan 

,. 
..... ~ 



(l l Unit Pelaksana Teknis Dinas rnerupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas 
secara opcrasional di lapangan. 

(2) Kcpala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagahnana dirnaksud pada ayat (1) 
berada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit kepala Teknis Dinas sebagaimana dimal<sud pada ayat (I) 
cWcngkapi dengan Bagian Tata Usaha clan Jabat.an Fungsional yang bcrada 
di bawah dao bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Tek.nis 
Dinas. 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Buclidaya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) hurufb, bertugas: 
a. melaksanakan kegiatan rencana dan program kerja seksi sarana dan 

prasarana budidaya sebagai pedornan pelaksanaan tugas: 
b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi pelaksanaan 

pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaaan ikan, 
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, clan pembinaan mutu 
sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan) yang digunakan 
pembuclidaya ikan; 

c. melaksanakan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan 
pelaksanaan pengelolaao kualitas air dan lahan untuk pembudidayaaan 
ikan, pengelolaan kesehatan ikan clan Iingkungan, dan pembinaan muru 
sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan] yang digunakan 
pembudidayaikan; dan 

d. rnelaksanakan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk 
pembudidayaaan ikan, pengelolaan kesehatan lkan dan lingkungan, dan 
pembinaan mutu sarana produksi ikan (pakan ikan dan obat ikan) yang 
digunakan pembudidaya ikan. 

(3) Seksi Pengclolaan Unit Perbenihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 
ayar ( l) huruf c, bertugas : 
a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi pclaksanaan pembinaan 

cara pembenihan ikan yang baik dan cara buclidaya ikan yang baik, 
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan 
pelestarian calon induk, dan/atau benih ikan, unit perbenihan skala 
rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan: 

b. melaksanakan analisis, penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pernbinaan Cara Pembenihan Ikan 
yang Baik dan Cara Budidaya. Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, 
calon induk, clan ind u k ikan. yang bermutu, dan pelestarian calon induk, 
dan/atau benih ikan, unit-unit perbenihan skala rurnah tangga dan 
pengelolaan balai benih ikan; dan 

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaari cara 
pcmbenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik, 
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang berrnutu. dan 
pelestarian calon induk, dao /atau benih ikan, unit perbenihan skala 
rurnah tangga atau usaha pcrbenihan rakyat dan/atau hechry skala 
rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan, baik ikan air tawar. air 
payau rnaupun air taut, 

. ... ..... .. 



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari 
Nomor 50 Tahun 2016 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 50) 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 35 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pada saat peraturan Walikota ini rnulai berlaku, bagi pejabac yang saat ini 
sedang menduduki jabatan tctap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas. 

Pasal 34 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural 
di lingkungan Dinas, berpedoman pada kctentuan peraturan perundang­ 
u ndangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekrctaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon TTb atau .Jabata n Pimpinan Tinggi 
Pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon [Ila ataujabatan administrator. 
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabaran eselon Illb atau Jabatan 

Administrator. 
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mcrupakan jabatan eselon Na atau 

.Iabatan Pengawas. 
(7) Pejabat eselon Ill atau .Jabatan Administrator clan eselon JV atau .Jabatan 

Pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota 
atas usul Kepala Dinas rnelalui Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 33 

BAB VI KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Dinas dapat rnendelegasikan kewenangan tertem:u kepada 
pejabat di bawahnya sesuai. dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

(1) Dalam bal Kepala Dinas berhalangan atau tugas dinas Iuar daerah, 
Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

(2} Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk 
mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 31 
• . . 
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r-: 
HJ. NAHWA UMAR 

BERTTA DAER.AH KOTA KENDAR1 TAllUN 2020 N01VrOR z: 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, ')..?, - l - 2020 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, ;.3 _ I • 2020 

WALIKOTA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata 'Kendari. 

Peraruran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 41 
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WALIKOTA KENDARI 

KEPALA OINAS 

I 
KELOMPOK 

JASAlAN FUNGSIONAL SEKRET ARJAT 

I 
SUBBAGIAN SUB BAGIAN Perencanaan, Keuangan Umum dan Kepegawalan dan Pelaporan 

I I I 
Bl DANG Bl DANG BIDANG Pemllerdayaan dan Perizinan, Pemt.naan Mutu 

Kelembagaan Usaha dan Pengeloaan Tempat Usaha Budidaye 
Pelikan an Pel&langan lkan dan Perbenihan 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
Oiklat dan - Perizinan dan Produksi dan - Pencatatan - Pengembangan Pemberdayaan Usaha Perikanan Usaha 

SEKSI SEKSI SEKSI 

- Produksl, Pembinaan MU'.u Saranadan 
Kemlttaan Usaha 

~ 
Pengolahan dan - l'Tasarana 

dan IPTEK Pemasaran Hasil Budldaya 

SEKSI SEKSI SEKSI 
~ Kelembagaan, 

'- Pengelolaan dan Pengelolaan 
Saranadan Penyetenggaraan - Unit 
Prasarana TPI Perbenihan 

I I I 
UPTD UPTD UPTO UPTD 

Pusat Pemasaran dan Balal Bonih lkan Air T empat Pelelangan Pelabuhan Pe.rjkaMn 
Distrib.usi lkan Tawar lkan Sarn~dra 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERIKANAN ROTA KENDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 1 TAHUN 2020 
TANGGAL : :Z?. _ 1. 2020 

• 

• 
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